S FH

UETE
e

'MAJALAH KETAHANAN NASIONAL NO. 69 Th. 1998

KEPEMIMPENAN ABRI @AEJAM RANGKA'

MEN GEMBANGKAN MASYA AKAT YANG SADAR_

DAN TAM HUKUM.

PENDAHULUAN

'OEefh_:”J._'_Q.';Siioms'

alam’ penjelasan resmi UUD 1945 dltegaskan bahwa Negara_
‘Republik indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechistaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat) _

Oleh karena itu fungsi hukum harus menj jadilandasan bagz pengaturan tatanan'
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ' '

Tetapi berbeda dengan konseps
negara hukum dinegara-negara lain
di dunia yang dilatarbelakangi oleh
falsafah  individualistis, konsepsi

negara hukum Indonesia didasarkan -

pada falsafah Pancasila 'vang

mengatur adanya keseimbangan:

antara kKepentingan individu dan
kepentingan sosial.

Walaupun tatanan serta ketentuan
tentang kebijaksanaan hukum dan

perundang-undangan teiah diatur.

dan -dilaksanakan . sedemikian
cermal, kesadaran dan ketaatan
masyarakat terhadap ketentuan

sehari-hari dan banyaknya pe-
langgaran peraturan yang di-
lakukan oleh masyarakat baik
masyarakat umum golongan
menengah bahkan pelanggaran-oleh
aparat pemerintah dan ABRI yang
seyogyanya menjadi panutan '

Hal ini memang sangat dslematls
karena tuntuian era perdagangan.
bebas yang memberi peluang akan
masuknya arus barang, jasa, modal
dan informasi dari dan ke anah air,
sesual dengan ketentuan-ketentuan
hukum yang disepakati dan berlaku,
masyarakat Indonesia masih

rigkuTTdrtararTatrrmasirtergotony
rendah dan jauh dari harapan. Hal ini
dapat kita temukan pada kenyataan

R R ) voda s e ol A ey e sy
uinuuupnun |\\.»i._ll’_&u|_k K.ri'i‘.n‘\.»{}'u g a4
langkah-langkah  peningkatan
kesadaran hukum serta ketaatan
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untuk melaksanakannya.

- Datam kondisi seperti ini,
Kepemimpinan ABRI sebagai
Kekuatan Hankam dan kekuatan
‘Sospol ABRI yang telah membuk-
tikan kehandalannya sebagai
“stabilisator: :dan.

dlharapkan dapat lebih.-berperan e
uniuk menmgkatkan kesadaran

menuju ketaatan hukurn masyarakat,
sebagai .salah .satu . syarat
tercapainya pembangunan nasional
menuju tercapainya cita-cita nasional
sebagaimana diamanatkan daiam
Pembukaan UUD 1945,

IMPLIKAS] PENGEMBANG-

AN MASYARAKAT YANG
SADAR DAN TAAT HUKUM
DAN PERMASALAHANNYA

DALAM BANGNAS, .

Upaya uniuk ..mewujudkan
kemajuan dan kesejahisraan
bangsa. yang dilaksanakan .dalam
bentuk pembangunan nasional

melalu! Pelita demi Pelita, secara
pertahan tetapi .pasti, telah.
memperlihatkan - hasil  yang

menggembirakan dalam bentuk
peningkatan harkat martabat bangsa
dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan kKemajuan
pembangunan nasional yang kila
capal. berkembang puta dampak
negatif - pembangunan dalam
berbagai  bentuk  kejahatan/
penvimpangan khususnya di bidang

_dinamisator:::
-dengan penui: kesungguhan melalul

: Ab!dmg Citizen

- KEPEMIMPINAN ‘ABR}

canggih, dan spekirum yang makin
luas, yang mengakibatkan kerugian
terhadap sumber pembangunan.
yang telah dihimpun dengan kerja
keras.

Kecenderungan perkembangan
yang .demikian.perlu ditangani

peneiapan kebijakan penegakan
hukumvang komprehensif, didukuing
oleh kemampuan profesional dan
integritas yang tangguh dari aparatur
penegak hukum dan pariisipasi
penuh dart masyarakat.  Parlisinasi
penuh dari masyarakat ini diharapkan
dapat terwujud  dalam bentuk
kesadaran dan ketaatannya dalam
mematuhi satiap ketentuan yakg
berlaku atau fazimnya disebut

- Dalam ‘kenyataannya upaya
pengembangan masyarakat yvang
sadar dan taat hukum.ini, masih jauh
dari harapan, disebabkan oleh
adanya beberapa hambatan yang
dapat dirinci sebagai berikut :

Heterogeniias Pengert}an Terhb
Hukum. - : :

Sebagai pengarth dari :
- Fakior geograiis.
- Fakior.pendidikan.

Kurangnya kesadaran dan
Kemauan seria Kkemampuan
masyarakat mematuhi Undang-
Undang karena :

-Pengaruh aturan adat yang

pergkonomian dan perdagangan,
dengan modus operandi yang kian
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sangat ketal.
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pera’{uran/Undang -undang: yang_.
berlaku untuk keuntungan dm.

sendm

mikirkan upaya m'encarx naTkah
o 'danpada mematuhl hukum

P@yang%«:at Hukum

'—»Produk hu}\um I»:oionla[ yang
“berlaku yang tidak selaras lagn
dengan fUntutan pembangunan

Produk hukum yang ada belum
imgkap sadang proses penyu—
;sunan. Unciang undang baru
.sangatiambat..

- Perangkat hukum yang baru sulit
aaniuk diterapkan misainya.: UU
Ne:144ahun 1992 tentang Lalu
Lmtas/UU ketenaga kemaan dil

Aparat Peﬂegak Hukum.

- Kepribadiansaparat penegak

hukum beturn sepenuhnya men-
: cermmkan kets ladanan.

= Pro‘fesmnahsme aparat penegak .

"""hukum yang masm rendah

- Dera;at kemampuan penafswan
“hukuim. o

_ Tindakan aparatur yang tidak
' konsns’fen di dalam penegakan

-KEPEM?MPENAN ABRi DA-
LAM UPAYA PENINGKATAN
MASYARAKAT YANG SAEAR :

DAN TAAT HUKUM

Kepem;mpman Angkaian ‘Ber-
.sen;ata Republik indonesia yang: )
merupakan . -perpaduan - atau.
*kristalisasi. dari nilai kepemtmpman

ABF%! sebaga; prajunt pejuang. dan
prajurit profésional yang mempunyal
ciri -tersendiri, berbeda dengan
Angkatan Perang negara-negara
lain. Kekhasan dari kepemimpinan
ABRI-ini:fidak {epas dari sejarah
kelahiran, pertumbuhan pengalaman
serta-perkembangan dari Angkatan
Bersenjata Republik indonesia, mulai
pra Proklamasi 17 Agustus 1945
hingga saat sekarang ini yang
diimplementasikan melaiui kegiatan
pembangunan nasxonal '

Keterlibatan kepemimpinan ABR!
di dajlam upaya mensukseskan
pembangunan nasional, khususnya
di dalam upaya mengembangkan
masyarakat yang sadar dan taat
hukum dapat dilihat dalam
implementasinya sebagai kekuatan

Hankam maupun kekuatan Sospol -

melalui perannyasebagai stabilisator
maupun dmamlsator sebagai berlkut

Upaya penmgkatan melaiui peran
sebagai kekuatan Pertahanan
Keamanan '

Sejalan dengan kemajuan dan
pengaruh lingkungan strategis,
ancaman dari dalam negeri'maupun
juar negeri yang dapai mem-

hukum
MUT\L!I{HMII 5.—&\.2 gitt’}ﬂ Dﬂr{"“! C‘Og’f,]n:!
prasarana yang belum me-
madai. .

patiayakarn stabititas nasionat-akan:

mencakup spekirum yang luas mulai
gangguan Kamiibmas hingga
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“konsisten dan konse

&'.-'Pellbatan masyarakat secara:
“iraktif dalamupaya: pengamanan

""'Imgkungan (Sesxamswakarsa)

:iz..zzf._iﬁPenL mbuhan i<esadararz Waj b

{ '__beia negara.

“Upaya pembangunan dan:'
pengembangan 'ABRI ‘yang"
siprofesional; efmkm efisien-dan

= modern.:

: Pengga angm ‘keamanan re-
_gicnal _melalui iati han Iauhan_

. bersama dara kerjasama seria
_ diaiog ~cl} aiog

Upaya: penmgkaian meia!us ‘peran’

sebagar Kekﬁaian Sosial’ Pomik

Upaya |m dltem 'z_,s‘_h melalui___'
pemamaazaﬂnya sebagalstabilisator

dan dinamisator dalam usaha ‘dan

kegiatan Pembangunan Nasmnaf

sebagalbenkut
Sez)agaf Sfabmsamr

Feran ini terlihat jelas dalam

Ef"}menjamm !\OﬁdlSi Ke (S

 KEPBAIMPIAN ABi

dupan masyarakat maupun. masaiah» :
masalah*sosial budaya Eamnya
sebagal berikut: s .

.- Dalam. lembaga Ieg;sla’{zf ABRJ'

____.zjg_berperan ebaga;_ pemandu
:.-kepentm an fraksj-fr
- .Dalam -_.%_}'m&ngatas; dan

menanggulangi gejolak atay’

“masalah-masalah sosial” ABRI-
- selalu. tampil-di depan dalam
,:_--_berr ikir dan ben indak secara
_rea!;sﬁs dan pragmaﬂs

.~ Dalam kehldupan sosial budaya
' ABRI. dengan . kesadaran
"nasmnainya “yang tingg
‘merupakan-penangkal kKete-
gangan, gejolak dan Keresahan
.. yang timbul, . :

- Dalam.menyaiurkan aspirasi

c-masyarakat-dan memasyara-

- katkan kebijaksanaan peme-

rintah (agar tldak ter}adl ga;olak
sosial). ' 74
Sebagai Dinamisator.

Peran sebagai dinamisator dapat
dilihat dalam berbagai’ aspek
Kegiatan pembangunan nasional,
dalam lingkungan kehidupan supra
maupun infra struktur politik dan
berbagaikegiatan lain dalam konieks
penegakan Demokrasi Pancasila,
sebagal berikut :

.~ Sebagal dinamisator pembang u-
nan, ABRI berperan sebagat
penggerak dinamika masyarakat

Solomn. et e m il sl o s oy ol oy
Y G X [ At!u?Pu T ?Jb\u

iemodga 1eg|blauf ddiam Kaian -

dengan upaya- rﬂengatael berbagal
permasalahan sosial dalam kehi-
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:.Fakmr penghambat

Dalam kenyataan upaya wyang
_:dltemp_uh beium_dapat memberi hasi!
sebagaimana diharapkan. Halini erat
kaitannya dengan. keterbaiasan/
ketidak mampuan dan ABRI itu
sendifi di'dalam mereahsasz perannya
secara’tepat. ‘Secara Umum faktor
penyebab dari-hambatan- tersebut
dapat dirincimeliputi hambataninter-
nal dan eks:,temai sebagai berikut :

Hambai‘an mtemai

_' — Kurangnya pengetahuan aparat
__ tentang masalah hukum dan
xetrampaian penerangan hukum

- Adanya tindakan- ..tmdaka__n dari
anggota ABR! yang tidak
“‘memperlihatkan sikap ketau-

ladanran,” b“ahkan”cenderung
menyakltl hati rakyat.

- Penegakaﬂ hukum oleh petugas
yang ndak konsisten “dan

i r‘!f\f\l w'\m fvnle,h Lrnosh meneal
TRAT r-l

- Penempataﬂ personn ABRE dl -

bldang kekaryaan yang kurang_..

f-BeEum ada kepercayaan darl
tpmpman negara urituk meli-

wirbatkan DERHANKAM: dalam

;:men_yglen_ggarakan upava pe-
ningkatan kesadaran hukum
masyarakat, R \

";'_:_:;f}(urang jelas dan tegasnya

. kebijaksanaan r nasnonai {political

14 wifl) dalam-upaya. pemberdayaan

hukum. . SR
:3--_-'?-Adanya semeniara pendapat
- --ff-masyarakat yang belum. dapat
menerima peran Sospol ABRI
'stepenuhnya o

PENGARUH. PERKEMBANG-
AN LINGKUNGAN STRA-

~Kecenderungan perkembangan
lingkungan: strategis masih: diwarnai
oleh situasi;pasca perang dingin serta
era globalisasi yang pada dasarnya
akanimembawa serta menciptakan
corak ‘dan suasana baru bagi
kehidupan manusia. Corak-dan

A é»ﬁm-nhs it elitonela)

keuniungan uniuk dn’ 'sendiri
atau kelompok), *

Leaoint
SUEIERERT nuupu: uuuuuuu

oleh perubahan-perubahan cepat
yang semakin sutit diperhitungkan
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| 5:_sebe_§ymnya(Rap;dandun red;c‘{abie.

Dan berbaga: perkembangan

. ‘nampak ada kecenderuhgan kuat

' .~..-bahwa perubahaﬁ __masah an; tetap

yang selalu Iangsung 7"‘-akan
berpengaruh skepadas . -upaya
-pengembangan masyarakai yang
-sadar dan iaat hukum; dalam wujud
tantangan kendala dan; peEuang

"Tantaﬂgan

- GlobahsaSI perdagangan yang
““antara “lain” ‘menghasilkan
'-.'_'kesepakatan lnternassonal
“Sigeperti WTO, ‘AFTA ‘'maupun
APEC dengan seilruh’ ke-
oatentuannya; menuniut-kestapan
. bangsa _Indonesia ...untuk
‘o -memahami - serta imematuhi
ketentuan-ketentuan -tersebut.
Sekaligus memacu upaya
penyiapan perundang un-
< dahgan/ketentuan guha- meng-
- Fawasi/melindangi kepentmgam
kepentingan nasional. .

~=Keperdulian dunia terhadap hak-
< hak azasi-dan lingkungan: hidup
= yang ditandai dengan-munculnya
<aiuran-aturan-iniemasional periu
widiantisipasic melalul-upaya
‘ratifikasi ~dan::penyesuaian
““peraturan:- serta perlakuan

mgc::sif:rh AnRsalah

,keszapan sehap warga “maupun

- KEPEMIMPINAN ABRI

:Kemajuan 'pembangunan yang
meratad seturuhﬁ tanah air muiat

f’_,pemermtah terhadap dampak—
~dampak dari :pembangqn_aln

T

‘tersebut melalui pemahaman
~ndan spertindungan.masyarakat
~terhadaphak:haknya {tenaga
" Kerja; tanah; dif)y dalam bentuk
: ‘-’"pemahaman hukum W

Pengaruh teknotogl maju sepem

- “komunikasi-dan pemberitaan
semelalui o
i elektronik yang apabila-tidak

media :massa-.dan

dibatasiatau ditata secara’benar
akan menimbulkan penafsiran

_yang beragam di masyarakat

~lebih -meningkat

" Untuk itu peflu’ ada upaya
'_pembaiasan/penyarmgan

melalui peraturan perazuran

o yang jeEas

Tuntutan akan peran 51p11 yang
dan- ber-
kurangnya peran Sospol-ABRI

. _menuntut kesiapan ABRI di
dalam . penyesuaian peran

Sospelnya . dalam  upaya

tarhadan.
- yang-terkait d@ngan hal-hal
wodimaksud.s o
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 Kendala,

’"perkembangan daléf‘n ”n'egieri =
aian bagi ke-
terlibatan: kepemlmpman ABRI -

- menjadi ha

: .__-f_ﬁ--_untuk perencanaan;. sos&ai:sas;
maupun penegakannya

Ketidak. kqnsi_stenan_.pen_egakan

- hukum:menjauhkan -masyarakat

- dari rasa kepastian hukum yang

~secara tidak Jangsung meng-

. hambat upaya peningxatan

" kesadaran hukum masyarakat.

-« Perubahan nilai-nilai masyarakat

yvang berdiam di-daerah per-

_batasan . yang jauh dari

_jangkauan aparat . hukum

. menimbulkan masalah baru

_ dalam. pemahaman hukum
nasional. :

- Adanya kelompok -kelompok

~ tidak ‘menyetujui Dwi Fungs;
ABRI yang barang tentu
menghambat/mengurangi
‘kepercayaan mereka terhadap
upaya pengembangan masya-
rakat hukum yang dilaksanakan
oleh ABRI.

Political Will pemerintah yang
masih kurang jetas daiam upaya
Pengembangan Sistem Hubung-
an Nasional yang berpengaruh

- Rendahnya kemungkman Invasi
. __musuh dari luar negeri pada satu |
S :__dekade__ mendatang membeﬂ

':;_u'paya penmgkatan ;keéadaran R _
~dan kei:aatan hukurm, masyarakat )

Kepem:mpman ABF-‘H dengan ciri

' sifat dan karakferistiknya yang
_ _._khas yang sudah berjalan lama
‘dan _diterima " masyarakat,
'memungksnkan dapat berperan
" secara akiif terutama melalui
peran Sospat sebagas motlvator

_ dan stabilisator hukum. .

Peluang “bagi “ABRI yang
bertugas di seluruh tanah air

“memungkinkan berperan seba-
:gal agen penyuluh penegak
. seria sosialisator dati Undang-
_undang/Peraturan  hukum

nasional. ...

Tuntutan global dan Regional
yang menyangkut masalah HAM,
Lingkungan Hidup, Demo-
kratisasi dan Perdagangan serta
kerjasama internasional, yang
perlu dipaiuhi oleh pemerintah
melalul pengerahan seluruh
poiensi yang ada termasuk
pelibatan peran kepemimpinan
ABRL

Pengalaman -ABRl dalam
mensukseskan program pem-

ErrEdEpUpaya pengemiargar
masyarakat hukum secara
komprehensip.

bangunan seperti AL, Bhakll
ABRI: KB Kes ABRI; Reboisasi;
memberi nilai tambah dan
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Kepercayaan dalam mensuk-
_ seskan program pengembangan
masyarakat yang. sadar dan taat

':.WASYARAKAT ‘{ANG SADAH
“DAN TAAT HUKUM."

" Dari p" mbahasan pembahasan
fj_fsebetumnya dapat kita lihat peran
';:)entmg yang dapat dnaksanakan
“oleh ABRI ‘melalui pemberdayaan
kep@m mpmanﬁya guna mengajak,
memotivasi’ serta menumbuh
'kembangkan_ pengerilan, pema-
haman serta partisipasi akiif
smasyarakat di datam pematuhan dan
:ketaatan hukum:

Mengmgat iuasnya Jangkauan
'yang Ingin d[cakup, hatasan serta
tuntunannya perlu dztaia secara
cermat dalam’ wujud “rumusan
kebijaksanaan yang mendasari,
:siraiegi yang dipilin serta upaya yang
ingin digelar.

~KEBMAKSANA£N

Se;a?an dengan zugas fungsz dan
peran ABR? maka dalam kaitan
dengan program strategns
pembangunan sistem hukum
nasional, kebijaksanaan yang
ditempuh harus sejalan aiau sinkron
dengan kebijaksanaan Pertahanan
Keamanan Hepublik Indonesia,

HEPEMIMPINAN ARR]

kepemimpinan ABRI melalui upaya
penyesuaian, pengembangan: dan

bemantapan peranannya sebagai
ﬁ_'kekuaz‘an Hankam dan kekuatan
 Sosial
pengembangan masvarakat yang
;_sao’ar dan faafhukum”' I

Politik dafam rangka

fg?ﬁ&?gﬁgpﬁLA%SANAAN

“Sedang strategi yang dltempuh
adalah sebagai barikut: '

“- Memantapkan ‘peranan kepe-

mimpinan ABRI sebagal ke-
 kuatan ‘Hankam melalui upaya
“peningkatan kualitas aparat.

- Pemberdayaan upaya pene-

gakan hukum sacara konsekuen
~ dan konsisten serta menjunjung
- hak azasi manusia.

- Pemantapan peran Sospol
‘sebagai motivator dan dina-
misator dalam penyusunan
materi hiikum dan pembudayaan
nukum,

UPAYA-UPAYA YANG Di-
TEMPUH.

Upaya penyiapan dan ope-
rasionalisasi dari kepemimpinan
tersebut dilaksanakan secara
bertahap dan berlanjut atau simultan
sebagat berikut ;

Penegakan Tertib Hukum secara
Konsisten.

Pada dasarnya sebagai kekuatan
Hankam. ABRI telah mempunyai

aengan mana Kebljaksanaan yang
ditempuh adalah : “Pendayagunaan

a4z

Kesatuan-kasaiuan vang siap uniuk
melaksanakan kegiatan penegakan
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'_hukum Dususz lam peraturan

'-_-{-lperundangan sudah Giikup banyak ﬁ_ S
“dan masih Valid ‘sebagai alat F’enanganan secana Lerpadu
L :__'_pengamr tata tertlb masyarakat

enunggu upaya

. 5'_:_:k0n818516h dan kdﬂﬁekuen
Pamrﬁkaiaaﬂ Kua!eiag

. Suksesnya..-upaya . untuk
_meningkatkan kesadaran hukum
_masyarakat sangat. ditentukan oleh
Kualitas dan kemahlran anggote, di
_dalam memerankan {fungsinya
ebagal kekuatan Hankam maupun
kekuatan Sospoi ‘Uniuk ity peri
diambil langkah-langkah guna
-mengurangi/meniadakan kelemahan
serta antisipasi tantangan . masa
depan guna dapat menciptakan
‘aparat ‘'yang sesuai- termasuk
kebilaksanaan penempatannya agar
tidak terkesan ingin menguasai/
mengambil alih peran sipil. .

Pendidikan dan  Penyuluhan
Hukum Masvarakat, . -

‘Pelaksanaan pendidikan dan
penyuluhan hukum secara lebih
terencana, ierpadu dan kom-
prehensive. Hal ini ditandai dengan
ciri sebagai berikut :

- Pelibatan ABRI sebagai salah
satu unsur subyek pendidikan/
penyuluhan hukum.

- Ohyek penyu?uhan yaﬂg lebin
fuas,

kons1sten

- Jangkauan ]uga dlperluas
gzkeselumh wilayah: tanah air
dengan prioritas daerah daerah

:..;:_gzertemu (daera_h perbatasan, =~
- < ___.10____:Sli’eksp10t35[ o

Pemngkaﬁaﬂ Peran Smspma ABRE

!mp!ementam kepemxmmman

“ABRI sebagai kekuatan Sosial Politik

dapat duproyekskan dalam lingkup
sistern” ‘Managemen - Nasional
(Sismenas) pada sirata supra ‘dan
infra strukiur politik seria straia tata
kehzdupan masyarakat sebagar
berikut :

Pada supm smgkiur pmhﬂk
Dillembaga Fksekutii -

- Melaksanakan K%\S ABR[ secara
konsekuen.

- Memberikan ketauladanan ke-
‘pada anak buah dan masyarakat

~ melalui contoh kedisiplinan dan
kepatuhan hukum.

- Membangkitkan motivasi ketia
dan menegakkan dlSlpim serta
iata tertib.

Pada Lembaga Legrslaz‘;f

- Mempelopori upaya pemba-
hasan Undang-undang baru
sesuai dengan tuntutan inter-
nasional/masyarakal.

- Akyif dalam upaya mencari/

- Pelaksanaan penﬁzdfkanf’penyw
ltihan ditaksanakan secara

menampung aspirasi masya-
rakat terutama vang berkaitan
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‘rakat terutama yang berkaitan

“dengan‘masalah keadtlan dan ...

5 ketemban hukum _
R Pada lnfra Sirukfur Poi!tik

M'endorong tewugudrtya kemam-
-puan sebaga i-wadah penyaiur
aspiraS| rakyat '

------.:~-Mendorong terwu;udnya Ke-

- mampuan  sebagal wadah

_pembeniukan  kader- kader
kepemxmpman nasuonal '

Pada Tala Kemdupan ﬂ/iasya-
“rakat

'- Menjadi contoh kedisiplinan dan
“kepatuhan hukum di da%am
kehtdupan sehari-hari.

- Menyerap aspwas; rakyat untuk
diteruskan secara melalui jalur-
. Jalur konstitusi terutama yang
terkait dengan masatah keadilan.

.- Mempelopori dan meng-
~_ualrahkan masyarakat dalam
- bidang keamanan swakarsa dan
sebagal kader Penegak Disiplin.

KESIMPULAN

Upaya peningkatan kesadaran
hukum masyarakat yang dilaksa-
nakan oleh pemerintah belum dapat
berjalan secara efekiif karena
beberapa alasan, antara lain sebagai
berikut

- Penyuluhan yang tidak konsisten

rmmmiressnmeerereeio JE LD B AS RS- lingan-Biaya-dap-—

aparat penyutuh
- Perkembangan/pertumbuhan

KEPEMIMPINAN ABRI

: jumlah penduduk yang -p“é_sat
sebagai obyek. penyuiuhan '

R F’enyuluhan hukum yang t:dak

- dibarengi dengan upaya-upaya
- lain seperti ‘penegakan hukum
secara konsisten dan konsekwen
serta pembaharuan maten
hukum sesua1 tuntutan
kemajuan. " " ' A

Angkatan Bersenjaia R! juga
terpanggil untuk turut serta

menmgkatkan kesadaran hukum
masyarakat

tersebut  melajui
implementasi kepemimpinan A’B__F?E
sebagai kekuatan Hankam dan
Kekuatan Sosial Politik dalam wujud

- Peningkatan kualitas
ketauladanan aparat ABRI.

dan

- Penegakan hukum secara
konsisten dan konsekwen.

- Pemanfaatan fungsi Sospot
sebagai motivator dan
stabilisator guna mengajak,
menumbuhkan kesadaran diri/
persepsi di lembaga-lembaga
eksekutif (Kekaryaan) dan
legislatif tentang pentingnya
peraturan perundangan untuk
dipatuhi serta upaya untuk
mempengaruhi “Political Will”
dan “Political Did/Implementa-
tion” pemerintah di bidang

hukum,

AR

i )

Perlu ada upaya koordinasi lintas
sektoral (KISS) antara Lembaga/
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Instansi ‘penegak hukum .dengah _

Departemen Hankam dalam upaya
menumbuh kembangkan kesadaran
- dan ketaatan hukum masyarakat.

_ Peningkatan dan pemeliharaan

‘kemampuan Kepemimpinan ABRI
“perlu - terus dipelihara . dan
ditingkatkan ‘melalui penataan,
pendidikan sejalan dengan tantangan
yang dihadapi/berkembang.

Periu dibentuk satu lembaga
pengkajian kepemimpinan ABRI di
masing-masing Angkatan dan Polyi
termasuk kajian terhadap personit

yang bertugas di bidang Sospol dan
Kekaryaan, sehingga kelemahan dan

kekurangannya dapat dimonitor dan

ditingkatkan sesuai tuntutan dan
dinamika lapangan.

PENUTUP

~Demikian konsepsi kepemim-
pinan  ABRI dalam rangka
mengembangkan masyarakat yang
sadar dan taat hukum, semoga
bermanfaat bagi pembangunan
nasional terutama yang menyangkut
pembangunan_hukum dimasa vang
akan datang. | 4

P
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